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KELAYAKAN DINAS KESEHATAN

DALAM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Dl KABUPATEN KUTAI BARAT

INTISARI

Dinamika perkembangan pengelolaan Jamkesda di setiap daerah sangat
bervariatif. Hal ini tercermin dari badan pengelolaan jamkesda, beberapa
daerah pengelolaan Jamkesda dikelola langsung oleh perangkat
organisasi daerah melalui satgas ditingkat Dinas Kesehatan ataupun
badan pelaksana (Bapel) yang dilaksanakan oleh sebuah unit pelaksana
teknis daerah (UPTD). Namun di lain pihak, ada sebagian daerah
menyerahkan pengelolaan Jamkesda kepada pihak asuransi swasta
misalnya kepada FT. Askes. Untuk menjamin penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah secara mandiri oleh Pemerintah daerah diperiukan
penilaian kelayakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Tujuannya
untuk melakukan penilaian kelayakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai
Barat dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang
ditlnjau dari aspek kesiapan sumber daya manusia, aspek finansial dan
komitmen stakeholder pener\t\j kebijakan (regulator).

Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan desain kasus tunggal
holistik yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kelayakan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dalam pengelolaan Jamkesda dengan
subyek penelitian adalah stakeholder yang berperan dalam penentuan
kebijakan pengembangan Jamkesda balk di lingkup eksekutif dan legislatif
daerah. Unit analisis penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kutai Barat.

Hasit yang diperoleh bahwa Pengelolaan Jamkesda di Kabupaten Kutai
Barat belum layak dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat
dengan pertimbangan bahwa tidak tersedia tenaga yang mempunyai
kompetensi serta dapat bekerja full time untuk mengelola Jamkesda,
selain itu kesiapan secara finansial untuk pembiayaan Jamkesda belum
mencukupi untuk pengembangan awal Jamkesda. Tidak tersedianya
produk hukum di tingkat kabupaten yang menjamin secara legal formal
pengelolaan secara mandiri mencerminkan belum adanya komitmen yang
kuat dari stakeholder dalam pengembangan Jamkesda di kabupaten
Kutai Barat .

Kata Kunci; Kelayakan, stakeholder, pengelolaan Jamkesda.
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FEASIBILITY OF THE HEALTH DEPARTMENT IN DISTRIC HEALTH
INSURANCE MANAGEMENT DISTRICT WEST KUTAI

ABSTRACT

Marhadyn, Julita Hendrartini\ Sigit Riyarto^

In every area, the dynamic development of Jamkesda Is very varlatif. This
is reflected from manajement council of Jamkesda, few of area directly
managed by the regional organization on the local district through the task
force in the Health Department level or by the implementing council that's
implemented by UPTD (Technical Implementation Unit Area). But in other
side, there is a part of area submit the Jamkesda management to private
insurers like FT. ASKES. To ensure the implementation of Jamkesda by
local government Independently, it needs feasibility assessment SKPD
(Unit Area Of Device). The goal is to assessing the feasibility of the Health
Department District West Kutai in Jamkesda management which reviewed
from human resources aspect, financial aspect and regulator stakeholder
commitment.

The method of this research is case study with holistic single case design
that aims for exploration how the appropriateness Health Department
West Kutai District in Jamkesda Management, with the research subject is
stakeholder who have a role in determination of policy development
Jamkesda in the executive and legislative scope. Analysis unit of this
research is Health Department Of West Kutai District.

The results of this research is the management of Jamkesda on the West
Kutai District it is not feasible managed by the Health Department of West
Kutai District with consideration there is not enough available human
resources that have competency and cannot work full time to managed the
Jamkesda. Another reason is the readiness financial for financing
Jamkesda is not enough for early development Jamkesda. The third
reason is there Is not avalaible legal products in the district level that
garanty management in privately, this is reflecting there Is no strong
commitment from the stakeholder to develop the Jamkesda in West Kutai
District.
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